
SALINAN 
NOMOR l /2021 

PERATURAN WALIKOTA MALANG 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37 

TAHUN 2019 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MALANG, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Negara 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil 

Negara yang memiliki integritas, professional, netral 

serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi 

masyarakat; 

b . bahwa pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara 

belum berdasarkan pad.a perbandingan antara 

kompetensi dan kualifikasi yang d iperlukan oleh jabatan 

yang dimilik dalam pengangkatan, penempatan dan 

promosi pada j abatan berjalan dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik; 

c. bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah 

Kata Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, sehingga perlu penyesuaian terhadap 

pengaluran atas jabatan dan kelas j a batan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam h uruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota lentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 20 19 

tcntang Jabatan dan Kelas Jabatan; 



Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6 ) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 16 Ta hun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

lingkungan Propinsi J awa-Timur, J awa-Tengah, 

J awa-Bara t dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-Undang 
Nornor 13 Tahun 1954 ten tang Penguba.han 

Unclang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan 

Kota-kota Besar clan Kota-kota Kecil di .Jawa (Lembara n 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tamba h a n Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

3. Undan g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang 

Peme rinta han Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indon esia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lem baran 

Negara Republik [ndonesia Nomor 5587) sebagaimana 

Lelah d iubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Unda n g-Undang Nomor 5 Ta hun 2014 tentang Apara tur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2 0 14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 5494); 

5 . Pera turan Pemerintal1 Nomor 15 Tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya Dacrah 

Tingkat Il Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat I1 

Ma la n g (Lembaran Negara RepulJlik Indonesia 

Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3354); 

6 . Peraturan Pernerinta h Nomor 18 Tahu n 2016 tenlang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaima na telah 



diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 

Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2 019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraluran Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaima n a telah diubah dengan Pera.turan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ten tang Peru bahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajcmen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraluran Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tcntang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6264); 

9 . Peraturan Menler i Dalam Neger i Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beb an Kerja d i 

Lingkungan Kementerian Dalam Ncgcri; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentru1g 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

11 . Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 35 

Tahun 2012 ten tang Analisis J abatan di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri clan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 201 3 tentang 

Kelas J abatan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da n 

Reformasi Birokrasi N omor 41 Tahun 20 l 8 ten tang 

Nomenkla tur J abatan Pelaksana b agi Pegawai Negcri 



Menetapkan 

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

RepubLik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 1273); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); 

15. Peraturan Daerah Kota Ma lang Nomor 7 'rahun 20 16 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 20 16 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 

Nomor 30) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 

Daera h Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang 

Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Malang Nomor 41 ); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37 TAHUN 2019 

TENTANG JABATAN DAN KELAS ,JABATAN. 

PasnJ 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang 

Norn.or 37 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jaba tan 

(Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 37) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketent.uan Lampiran I d iubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Pera turan Walikota ini. 

2 . Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampira n yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wa likot.a ini. 



3. Ketentua n Lampiran Ill diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang metupakan bagian tidal< 

terpisahkan dari Peraturan Wahkota ini. 

4 . Ketentu a n Lampiran IV diuba h sebagaimana tercanturn 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

5. Ketentuan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum 

da lam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 

Peratu ran Walikola ini mulai berlaku pada tanggal 

4 J anu a ri 2021. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota tnl dengan 

pen empatannya dalam Berita Daerah Kola Malang. 

Ditetapkan d i Malang 
pada langgal 9 Pebr uari 2021 

Diundangkan di Ma lang 

pada tanggal 9 Pebruari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 

ttd. 

WASTO 

WAU KOTA MALANG, 

ttd. 

SUTIAJI 

SERITA DAERAH KOTA MAL/\NG T/\HUN 2021 NOMOR 1 

Sal· an sesu a i dengan aslinya 
K LA BAGIAN HUKUM, 

Pcmbm a Tk. I 
NIP. 19650302 199003 1 019 




